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GUBERNUR 3ALI
PERATURAN GUBERNUR BAL:
NOMOR 87 T/'C\HUN 20¢%
TENTANG

PENGELC! AAN DANA PEMGUATAN voop

DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MA=A =5A

GUBERNUR BALI,

. bahwa modzl merupakan saiah setu fakior produksi yang

paling vital bagi pengembangan usaha mikro, kecil, mene, yuh,
dan koperasi;

bahwa usahe mikro, kekcil, TETNETITN, Can xoperas) rnerupakan
hentuk-bentik  usaha rakyat veng ~engalami keterbatasan

moda! _ehing¢ga perly diberdayz<an dan dikembangkan melalyi
penguatan modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
subernur tertang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;

. Lndang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nus3 Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
195¢ Nomor 115, Tambahan ‘Lembaran Negara Repubilik
[ndonesia Nomor 1649); - '

Undang-Undang Ncmor 25 Tahun i292 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 53,
Tan hahan Lembaran Negara 2epubtik Indonesia Nomor 3502);

Lirdeng-Undang Nomor 10 Tahur 700 tentang Pembentukan:
Poratiiean Cerunderg-undangss {Lamharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Renuhlik Indonesia Nomor 438c:
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*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1C.

11.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

‘Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nemor 59, Tambahan Lembaran Negara -

Republik Indonesia Nomor _4844);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866); '

Parziiran  Pemerintgh Nomer 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah /' =~baran Negara Republik
indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomar £378);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 7= un 2007 tentang Tata Cera
Pelaksanaan Kerjasama Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor :12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4751);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006 tenwang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerzh sebagaimana telah
diubah dencan Peraturan Menteri De.ar. “':2:% amor 59
Tahur 2007 tentai.g Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Nece Nomor 13 Tahun 2006 tentzng Pedoman Pengelolaan
Keuzooan Daerah;

Po-poran Yaerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang
pokokenokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Prormsi Bali Tahven 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daergh Pionias Balf Nomor 1); :

Peraturan Deerah Propinst Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001
Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dergan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomer 3 Tahun 2001
tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali
Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan _embaran Daerah Propinsi
Ball Nomor 3);

Peraturan Daeralh Propinsi Bali Norar 8 Tahun 2002 tentz~g

—embige Perkreditan Desa (Lembaran waiwn o upmist Ban
“enun 20CZ2 Nomor 20) sebagaimena telah diubah dengan
Sevziergn Caerah Nomor 3 ey 2007 tentang Perubahan

Aas Perevwan Deersh Propingt £ 7 Nomor 8 Tahun 2002
teniarg Lembaga Pe-<reditan ez~ xoarz~ Daerah Provicas
s2f oo ZC07 Nomer 3, Y0, st Lehwaren eg0In

Froeving 3al Nomer 23

Y



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN  GUBZRNUR  TENTAMG  PENGELOLAAN  DANA
PENGUATAN MODAL

BAL :
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang <*~2aksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Peme=iniah Provinsi Bali.

2. Gubernur adalah Gubernur Bali.,

2. Satuan ¥erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bali selaku
pengguna anggaran/pengguna berang yang mengelola dana.
penguatan modal.

4, Usaha Mikio, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut UMKM
adalah Usaha Mikro Kecil- dan Menengah yang berada di

Provinsi Bali yang ciberikan penguztan modal.

5. Koperasi adalah koperasi yang berada di Provinsi Bali vang
Giberikan penguatan modal.

6. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selanjutnya. disebut
PT. Bank BPD Bali adalah PT. Bank Pembangunan Daerah 8ali.

7. Pengelolaan  adalah  seluruh  xegiatan yang  meliputi
perencanaan,  pelaksanaan, penatausanaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasar.

8. Dana adalah dana yang dikelola £ian Pemerintah Provinsi B2li
sesuai dengan peraturan perundang-uncangan.

9. Penguatan Modal adalah kebijakzn pemerintah daerah dalam
rangka pemberdayaan dan pengembargan usaha mikro, kecil,
menengah’dan koperasi yang mengeiami keterbatasan modal.

BAB II
SUMBER OAN PERUT T 1000 DANA

Pese. °

Oena bersump .- dari Arggaran Perdupetss dan Belanja Raeran
gan pengembaliun dana pinjamzn ve~z  disaiurkan kepaca

P T E ey emem e ey e
. peminiz/denitur,



Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud dalem Pasal 2 dipergunakan untuk
penguatan modal dan disalurkan kepada :

a. UMKM;

b. Kelompok Usaha Ekonomi Produlktit;

c. LPD; dan

¢. Koperasi.

PA3 171
PENGELOLAAN
Pasal 4

(1) Dana sebagaimana dimaksug dz'zm Pasal 2 ditempatkan
pada PT. Bank BPD Bali. o

(2) Dana sebagaimana dimaksic 22z ayat (1) ditempatkan
dalam bentuk Giro dan/atau Depgsito.

(3) Penempatan dana sebagaimzr2 dimaksud pada ayat (1)
didasarken paca perjanjian k2wzsema pengelolaan antara
Pemerintah P-ovinsi dengan PT. 2ank BPD Bali.

(4) Pe-janjian kerjasama pengecizzt sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sekurang-kurargiya memuat:

a. subyek perjarjian;

b. objek perjanjian;

. ruang lingkup perjanjian,

d. besaran dana vang ditempz:an;

e. persyaratan pengelolaan;

f. hak dan kew zjiban para pinz;

a. jangka waktu perjanjian;

0. keadaan memaksa;

i. penyelesaian perselisinan; <21

j. berakhirnya perjanjian. .
Pese’ =

Per.geiolaan sebageimana dimaksic “z'2m Pasal 4 dilaksanekan

oleh SKPD.

(1)

BAE WV

MONTITORING DAN ZVALUASI

1

(41
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Pas

Monitoring dan evaluasi dilaku'tz - &'gh masing-masing SKFD.



(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksua
datam Pasal 4 ayat (4).

BAB V
PELAPORAN
Pasz. 7

(1) Hasil moniloning dan evaluasi sehagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayal (1) dilaporkan kepzda Gubernur.

(2) Pelaporan sebegaimana Jimeksuc ~eda avat (1) mencakup:
a. laporan berkals:
b. laporan Khusus.

BAS -
KETENTUAN FZRATHAN

Pzszl £

Perianiian kerjasama Pengelciaen Dana Penguatan Modal yang
dilakukan sesuai Peraturan  Gubernur sebelumnya letap
dilaksanakan sampga’ habis wakiunyz. '

BAZ Vil
KETENTUAN ¢ENUTUPR
83c. -

Pz la saat Peraturan Gubernur ini mulal berlaku :

1. Peratran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Dana Penguatan Modal Dari Anggaren Pendapatan
dan Belanja Daerah Frovinsi Bali Untuk Pembelian Hasil
Pertanian Tanaman Pangan, Sotikultura dan Opkop Benih
(Berita Daerah Provinsi Bali  Tahun 2005 Nomcr 22)
sebagaimana telah diubah dencan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 4 A Tahun 2006 tentarg Perubahan Alas Peraturan
Gubernur Bali tomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dana
Penguatan Modal Dari Anggeran pPandapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bali Unfuk Pembelian Hasil Pertanian Tanaman
Pangan, Hotikultura dan Cpkog Rarin (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2006 Nomor 4 A);

cerzturan Guberaur Bali Nomo 43 Tahur 2006 teniang
pengelolaan Dana Penguatan Monz Uintuk Pemberdayaan dan
pengembangan Usaha Ekcnd Z-odukiif dan  Lembaga

keuengan Mikro di Provirsi Sz “2zrta Daerah Provinsi Bali
Tan~un 2006 Nomor 43);

™3
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3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Penguatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Pola
Bergulir (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nornor 293;
dan

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Dana Penguatan Modal Usaha Subak Abian (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 30);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya calam Berita
Daerah Provinsi Bali.

Ditetepkan di Denpasar
pada tanggal 26 Nopember 2008

GUBERNUR BALI,
ttd

MADE MANGKU PASTIKA

~ Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

e

ttd

1 NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR &7
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